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SURAT EDARAN 

NOMOR SEK-01.UM.01.01 TAHUN 2021  

TENTANG 

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 
 
 
A. Latar Belakang 

  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

memberikan pedoman dalam penyusunan dan pengelolaan naskah dinas di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Guna keseragaman 

persuratan dan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi antar unit kerja di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang 

Penandatanganan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

  Ketentuan mengenai pengaturan penandatanganan naskah dinas elektronik 

diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Edaran 

ini. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Surat edaran ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman 

penandatanganan naskah dinas elektronik di lingkungan Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia.  

2. Surat edaran ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan sebagai 

acuan bagi unit kerja dalam penyusunan dan penandatanganan naskah dinas.  

 

C. Ruang Lingkup 

       Ruang lingkup pengaturan Surat Edaran ini meliputi format penandatanganan 

naskah dinas elektronik. 
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D. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4916);  

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5017); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 54 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan 

Arsip di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2121); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2122); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 56 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan 

Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2123); 

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1135); 

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 

tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579) 

 

E. Isi Surat Edaran 

       Seluruh Pimpinan Unit Utama, Kepala Biro, Kepala Pusat Data dan Teknologi 

Informasi, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar menerapkan format 

penandatanganan naskah dinas elektronik sesuai dengan format penandatanganan 

naskah dinas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. 
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F. Penutup 

      Demikian agar Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

 

 Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 15 Juli 2021            

 SEKRETARIS JENDERAL, 

 
 
 
 
 KOMJEN POL. ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H. 
 
 
 
Tembusan : 
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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 LAMPIRAN 
 Surat Edaran Sekretaris Jenderal 

 Nomor  :  SEK-01.UM.01.01 Tahun 2021 

 Tanggal :  15 Juli 2021      
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Contoh Penandatanganan pada  

Naskah Surat Dinas Elektronik 
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Contoh Penandatanganan pada  

Naskah Nota Dinas Elektronik 

 
 
 


